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ABSTRAK :        _  Bahwa pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah 

Kota Magelang untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta 

dapat dinik,ati oleh orang pribadi atau Badan dipungu retribusi bedasarkan 

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi 

Jasa Umum; dan dengan ditetapkannya Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota 

Magelang sebagai Badan Layanan Umum Daerah yang menerapkan Pola 

Pengelolaan Keuangan BLUD, maka ketentuan yang mengatur tentang 

rertibusi pelayanan kesehatan perlu disesuaikan; 

 

− Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :  
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2003; Undang-Undangf Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; 
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 
27 Tahun 1983; Peratueran Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987; Peraturan 
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 
2006; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah 
Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012; 
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 
112 Tahun 2007; Peraturan [Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan 
Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota 
Magelang Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Magelang 3 Tahun 
2009; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan 
Daerah Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota 
Magelang Nomor 9 Tahun 2014; Peraturan Dearah Kota Magelang Nomor 3 
Tahun 2016; 
 

− Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota Magelang mempunyai hak dan 
kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk 
meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan 
pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan 
tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. 
Berdasarkan ketentuan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah, pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah 
yang membebani masyarakat harus didasarkan pada Peraturan Daerah. 



 

Retribusi Daerah di antaranya adalah Retribusi Jasa Umum merupakan salah 
satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna mendukung 
perkembangan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan berperan dalam 
penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Magelang. 

 

− Ketentuan Pasal 1; Peraturan Daerah, Ketentuan Pasal 3; Retribusi Jasa 
Umum, Ketentuan Pajak 7; Retribusi Pelayanan Kesehatan, Ketentuan Pajak 8; 
Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan, Ketentuan Pasal 10; Struktur dan 
besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan, Ketentuan Pasal 45; Tingkat 
penggunaan jasa pengendalian Menara Telekomunikasi, Ketentuan Pasal 46; 
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 
tercantum dalam Lampiran X 

 
CATATAN :           _ Peraturan Walkota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

− Ditetapkan di Magelang pada tanggal 5 April 2017 . 

− Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Magelang pada tanggal 18 April 
2017. 

− Penjelasan : 3 hlm  
 


